PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

dln Pendopa Tepalkalung No 19 Tetp Fax {62813 206377 Sumedang 45321

KEFE UEVSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 421 10/Kep. 830/Disdik/2020

TENTANG

PEMBERIAN LJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Menimbang

Menpingat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

bahwa kesempatan meayelenggarakan Pendidikan Non Formal
diberikan kepadg masyoarakal scluss-lupsnya  scbags  wujud
partisipasi di bidang pendidikan;

Buhwos wnluk mendorang minal masyaraknl herpartisipasinye
dalam penyelengparaan Pendidikan Non Formal yang disclenggarakan
masyarakat tersebul yang perkembangannya telap memperhankan
kebutuhan  masyarakat dan  kebutuhan dumia usahwindustn maha
perlu diberiken  pelayanan  yung  bersifat  pembinaan  don
pengembangan melulun pendsfaran perizinan  penyelenggarman
Pendidikan Non Formal.

bahwa schubungan dengan huruf a dan b di afas maka untuk
membina kegiptan di bidang pendididan non formal & wilayah
Kabupnten Sumedong, dipandung perlu menetapkan Keputusan
Kc¢pala Dinas Pondidikan  Kabupaten  Sumedang  lentang
pemberian 1zin Penyclengparaan Pendidiken Non Formal

Undang-Undang Nomer 20 1ahun 2003 fentang Sistem Pendidikan
Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tghun 2003
Nj(:lnlmr 78, Tambahan lcmbaron Negara Republik indonesia Nomor
4301);

Undang-Undaag Nomar 25 tashun 2009 1entong Pelayanan Publik
(l.embharon Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5038),
Undang-Undang Nomor S tahun 2014 tentang Aparatur  Sipil
Negara(Lecmbaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 2014
Nomor 6, Tembahan Lemberon Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Undang-Undang Nomor 23 tashun 2014 fcnlang Pemeniniahan
acrah (l.embaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, lambahan lembaran Negarn  Republik  [ndonesia
Nomaor5587), schagaimana 1elah  diubah  dengan  Peraturan
Pemeriniah  Penpganti Undang-Undang Nomar 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
teniang  Pemenniahan  Dacrah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Fambahan l.embaran Negorn
Republik Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang nomor 23 1ahun 2002 lentany Perlindungan Anak.
Peraturan Pemerintgh  Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005
tentangSiandar Nasional Pendidikan {Lembamn Negars Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sehagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengen Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedun Atas Peraturan Pemenniah
Nomar 19 Tabun 2005 tentang Standar Nasionul Pendidikan

{Lembaran Nepara Republik
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Memperhaukan

tentang Standar Pengrlnlasn Pendidikan olch Satusn Pendidikan
Dasar dan Menengah;

Peraturan Pemerinizh Republik Indoncs:a Nomor 47 tahun . 008
tentang Wajib Belajar,

DPeraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan,

Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomeor |7 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan  Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Tohun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negarallomor 5105) scbagaimana telab  diubah
dengan Pemiuran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemcnntah Nomor 17 Tahun 2010
tentang  Pengelolaan  dan  Penyclenggaraan Pendidikan
(Lembaran Nepara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5157);

Peruturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 I'ahun 2009
wntang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negamm Republik
Indonesia Nomor $357),

Persturun Pemenntah Republik Indonesta Nomor 18 Tahun 2016
lentang Perangkal Dacrah,

Keputusan  Presiden  Nomor 25  tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemennuah  dan  Kewenangan Daerah  scbagai
Dacrah Otonom:

Peraturan Mcnteri Dalam Negen Nomor 56 Tahun 2010 (entang
Perubahan Atas Peraturan Menwn Dalam Negen Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Orpanisas) Peranghal Daerah.
Keputusan Menteri Pendidikan Masional Nomor = 060 U2002
tenfang Pcdoman Pendirian Sekolzh.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69
Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurnkulum
SMP/MTs diubah dengan Peraturan Menten Pendidikan dan
Kebudavaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kunkulum 2013
SMP/MTs;

Peraiuran Dacrah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Pendidikan Dacrah Kabupaten Sumedang:

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan  Organisasi Dan Susunan Perangkal
Dezerah Kabupaten Sumedang:

Peraturan Dacrah Nomor S Tahun 2017 tentang Uraian Tugas
Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang,

Peraturan Bupati Sumedang Nomor | Tahun 2017 Tentang
Pemhentukan  Susunan  Organisasi dan  Taia Kerga Unnt
Pelaksana Teknis Pada Peranpkat Daerah

Sqrat Permohonan Perpanjangan ljin Qperasional dan Yayasan
Bina [nsun Medal Nomor 005'YBIM A1X 2020 tanggal 14
Sepiember 2020

S.urat Keputusan  Kepala Dinas  Pendidikan  Kabupaten
Sumcc!:!ng Nomor 421 10/1090/Disdik/201 1 Tanggal 02 Met
2011 Tenlang Pengukuhan PKBM Pendidikan Noaformal
{PNF) Kabupaten Sumedang,



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan

MEMUTUSKAN

lfcpu'lus.an KFpaIu Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang
Pemberian I Penyelengparaan  Pendidikan Nen  Formal Yany
Diselenggarakan Masyarakat

Mt:mbc‘ri !jin Menyelenggarakan Pendidskan Non Formal kepada lembaga
Pasar Kegiatan Belajar Masyarakat yang diselengparakan oleh masyarkan

Nama PKBM PKBAM BINA CENDIKIA
Jems Pendidikan Kesclaraan, Keaksaraan, Kecakapan Hidup,
Kewirausahaan, Taman Bacaan Masyarakal

Alamat Jin. Jatinangor No.164 Gg Achmad Dimyani
Desa Cikensh Kec. Jatinangor - Sumedang
Pimpinan Dr. ASEP SAEPUDIN, M.Pd

1zin Penyelengparaan sebagaimana terscbut pada diktum PERTAMA

berlaku terhiung mulai tanpgeal 14 Sepiember 2020 sampai dengan langgal

14 Sepiembrer 2023

1. Wajib muenyelenggarakan Kussus Pendidikan Non formal yanrg

disclengparakan masyarakal tersebut sedemikian rupa, schingpa

dapat memenuhi fungs: sosial terhadap masyarakat,

Wajib mcataati peraturan perundangan yanp berlaku atau yang akan

di tenskan kenudian;,

3. Waypb snengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menunut model
vang ditentukan;

4. Wajib mengajukan izin baru sclambat-lambainya 30 (tiga puluh)
han sebefum &in ini berakhir.

Keputusan ini mulai berlaku sejak 1anggal diterapkan, deagan ketentuan

apabila termnyata (erdapat kekeliran atau Kesalahan didalamnya akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

2

Diterapkan di Sumedang
Pada 1anggal . 14 September 2020

CRMAERIDRAS PENDIDIKAN

= @ SUMEDANG

NIP. 19710401 199710 1 001

Yth. Bapak Bupati Sumedang: .
. Yth. Thrckiur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus di Jakarta,

Yth. Sekretans Derah Kabupaten Sumedang.
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3 Yth Kepala Dinas Pendidikan Provins: Jawa Barat
4
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. Yth Asisten Pembangunan,
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